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This study aims to analyze the implementation of Community Based
Disaster Management (CBDM) from a gender perspective in flood
disaster mitigation in the Disaster Resilient Village of Karang Mulya,
Tangerang City. This research employed a qualitative approach with a
case study design. Data were collected through in-depth interviews,
observations, and document analysis involving ten informants from the
Regional Disaster Management Agency, village government, Disaster
Resilient Village management team, and local community. The analysis
focused on five CBDM principles, namely participation, local
knowledge, capacity building, policy, and sustainability, examined
through four gender dimensions: participation, decision-making,
access, and benefits. The findings show that the community has actively
participated in flood mitigation and response through risk
identification, information dissemination, evacuation, data collection,
logistics management, and environmental maintenance. However,
gender equality has not been fully achieved, as participation and
decision-making remain relatively male-dominated, while women are
more frequently involved in service, logistics, communication, and
public kitchen activities. Access to training, facilities, resources, and
benefits also remains uneven. Overall, CBDM implementation has
shown positive progress, but further efforts are needed to strengthen
substantive participation, equitable access, capacity building, gender-
responsive budgeting, and systematic program evaluation and
sustainability.
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Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Community Based
Disaster Management (CBDM) berdasarkan perspektif gender dalam
upaya mitigasi bencana banjir di Kelurahan Tangguh Bencana Karang
Mulya, Kota Tangerang. Penelitian menggunakan pendekatan
kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui
wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap
sepuluh informan dari BPBD, pemerintah kelurahan, pengurus KTB,
serta masyarakat. Analisis mengacu pada lima prinsip CBDM, yaitu
partisipasi, pengetahuan lokal, peningkatan kapasitas, kebijakan, dan
keberlanjutan, yang dikaji melalui dimensi gender berupa partisipasi,
pengambilan keputusan, akses, dan manfaat. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa masyarakat telah berperan aktif dalam mitigasi
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dan penanganan banjir melalui pengenalan risiko, penyampaian
informasi, evakuasi, pendataan, pengelolaan logistik, serta
pemeliharaan  lingkungan. Namun, kesetaraan gender belum
sepenuhnya tercapai karena partisipasi dan pengambilan keputusan
masih cenderung didominasi laki-laki, sementara perempuan lebih
banyak berperan pada bidang pelayanan, logistik, komunikasi, dan
dapur umum. Akses terhadap pelatihan, sarana, sumber daya, dan
manfaat juga belum merata. Secara keseluruhan, penerapan CBDM
telah berkembang positif, tetapi diperlukan penguatan partisipasi
substantif, pemerataan akses, peningkatan kapasitas, penganggaran
responsif gender, serta evaluasi dan keberlanjutan program secara
sistematis.

PENDAHULUAN

Sepanjang sejarah peradaban manusia, bencana selalu menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari dinamika kehidupan masyarakat. Dalam dua hingga tiga dekade terakhir,
risiko bencana terus meningkat di seluruh dunia, terlihat dari kerugian ekonomi dan jumlah
korban terdampak yang tumbuh lebih cepat dibanding pertumbuhan ekonomi dan populasi
(Pandey et al., 2005). Peningkatan ini turut dipengaruhi oleh perubahan iklim, pertambahan
penduduk, pola pembangunan yang tidak berkelanjutan, polusi, urbanisasi cepat, serta
ketimpangan sosial ekonomi (Drolet et al., 2015). Global Assessment Report (GAR) 2025
mencatat kerugian rata-rata tahunan sektor infrastruktur akibat bencana secara global
mencapai USD 257,2 miliar, dengan besaran yang berfluktuasi antarnegara tergantung
kebijakan dan tingkat pembangunanmisalnya biaya bencana di Amerika Utara yang melonjak
dari 0,23% PDB pada 2023 menjadi 1,74% pada 2005 akibat Badai Katrina (UNDRR, 2025).

Bencana tidak sekadar menghiasi sejarah, tetapi turut membentuk dan
mengarahkannya (Coppola, 2006), mendorong masyarakat menata ulang sistem kehidupan
dan memperkuat ketahanan. Berbagai kerangka kebijakan global pun dirumuskan, salah
satunya Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 yang menekankan
pencegahan risiko baru, pengurangan risiko yang ada, penguatan ketahanan, serta keterlibatan
seluruh lapisan masyarakat dan lembaga negara. Namun, kebijakan yang ada umumnya
masih bersifat top-down dan kurang mengakomodasi karakteristik risiko serta pengetahuan
lokal, sehingga menurunkan efektivitas mitigasi dan justru meningkatkan kerentanan (Rozi et
al., 2021). Kondisi ini mendorong pergeseran paradigma menuju kebijakan partisipatif
dengan masyarakat sebagai aktor utama (Ashraf & Azad, 2015).

Konsep Community Based Disaster Management (CBDM) berkembang sejak 1980—
1990-an (Phiri et al., 2016), menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam setiap
fase pengurangan risiko bencana sebagai kunci ketangguhan berkelanjutan (Shaw, 2012).
Ariyabandu (2003) menjelaskan CBDM sebagai pendekatan yang dirancang oleh dan untuk
masyarakat setempat, dengan partisipasi sebagai elemen krusial (Hossain, 2014). Jepang
menjadi contoh penerapan CBDM yang menonjol, menekankan edukasi, pelatihan
berkelanjutan, dan teknologi mitigasi gempa bumi melalui kerja sama erat pemerintah,
masyarakat, dan sektor swasta (Pandey et al., 2005).

Meski demikian, implementasi CBDM di berbagai negara sering belum
mengintegrasikan perspektif gender secara memadai (Enarson & Chakrabarti, 2009;
Bradshaw & Fordham, 2013). Proses penanggulangan bencana masih didominasi laki-laki
sehingga kebutuhan dan kapasitas perempuan kurang terakomodasi, sementara partisipasi
perempuan dalam pengambilan keputusan tetap rendah (Enarson & Morrow, 1998; AICHR,
2018). Padahal, lebih dari 200 juta orang terdampak bencana setiap tahun, lebih dari
separuhnya perempuan dan anak perempuan yang cenderung lebih rentan, terutama di negara
berpenghasilan rendah (Fothergill et al., 2004; Igbal et al., 2013). Bencana dan perubahan
iklim turut memperburuk kesenjangan gender yang sudah ada (Igbal et al., 2013), dengan
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kerentanan perempuan dipengaruhi bukan hanya faktor biologis-psikologis, tetapi juga
ketidaksetaraan sosial ekonomi dan relasi kuasa yang timpang (Niemeyer et al., 2007).

Studi terdahulu menunjukkan bahwa pelibatan perempuan dalam manajemen bencana
mengurangi kekerasan berbasis gender sekaligus memperkuat kapasitas mereka berkontribusi
produktif dalam kesiapsiagaan (Nepal, 2020). Di Taiwan, kepemimpinan perempuan dalam
komunitas terbukti meningkatkan solidaritas sosial dan mendorong partisipasi aktif
perempuan lain dalam tanggap bencana (Lee et al.,, 2022). Kontribusi perempuan dalam
perencanaan dan pelaksanaan manajemen bencanadengan atau tanpa  posisi
kepemimpinansangat berpengaruh terhadap ketahanan masyarakat, sehingga peningkatan
kapasitas perempuan menjadi penting (Ruszczyk et al., 2020). Hal ini sejalan dengan Hyogo
Framework for Action (HFA) 2005-2015 yang menekankan integrasi perspektif gender ke
seluruh proses manajemen risiko bencana.

Celah penelitian muncul karena penerapan CBDM berbasis gender untuk mitigasi
banjir perkotaan masih minim, meski banjir menjadi bencana paling sering terjadi di
Indonesia2.009 kejadian atau 42,141% dari seluruh bencana sepanjang 2025 (BNPB, 2025).
Kota Tangerang, sebagai bagian metropolitan Jabodetabek dengan topografi datar dan
kepadatan penduduk tinggi, tercatat memiliki 331 area terdampak banjir sepanjang 2025
(BPBD, 2025). Penelitian ini berfokus pada komunitas Kelurahan Tangguh Bencana (KTB)
yang dibentuk berdasarkan Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012, yang juga menekankan
keadilan dan kesetaraan gender dalam penanggulangan risiko bencana.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menganalisis Community Based Disaster
Management berdasarkan perspektif gender dengan mengacu pada prinsip utama Twigg
(2004): partisipasi, pengetahuan lokal, peningkatan kapasitas, kebijakan, dan keberlanjutan,
guna melihat bagaimana keterlibatan laki-laki dan perempuan secara aktif dan setara
diwujudkan pada setiap tahapan manajemen bencana di tingkat komunitas perkotaan.
Kelurahan Karang Mulya dipilih sebagai studi kasus karena telah mengimplementasikan
program Kelurahan Tangguh Bencana (KTB) dalam penanganan risiko banjir, sehingga
relevan untuk dieksplorasi secara mendalam. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi
lima prinsip CBDM Twigg dengan empat dimensi gender Bank Dunia dalam konteks
perkotaan Indonesia, yang belum banyak dikaji dalam literatur sebelumnya. Manfaat
penelitian ini adalah memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dan pengelola
program KTB dalam merancang kebijakan dan program mitigasi bencana yang lebih
responsif gender.

METODE PENELITIAN
Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk
menganalisis Community Based Disaster Management (CBDM) berdasarkan perspektif
gender di Kelurahan Tangguh Bencana Karang Mulya, Kota Tangerang, dalam konteks
mitigasi bencana banjir. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami
pengalaman gender secara mendalam termasuk perbedaan akses, partisipasi, dan manfaat
antara laki-laki dan perempuandalam pelaksanaan CBDM di tingkat komunitas (Creswell et
al., 2018).

Kelurahan Karang Mulya dipilih sebagai unit analisis karena telah
mengimplementasikan program Kelurahan Tangguh Bencana dalam penanganan risiko
banjir, sehingga relevan untuk dieksplorasi secara mendalam. Analisis diarahkan pada lima
prinsip CBDMpartisipasi, pengetahuan lokal, peningkatan kapasitas, kebijakan, dan
keberlanjutanuntuk melihat sejauh mana masing-masing prinsip mengakomodasi kebutuhan
dan peran gender secara kontekstual.
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Teknik Penentuan Informan

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih
menggunakan teknik purposive sampling. Informan ditentukan berdasarkan pemahaman,
keterlibatan, dan pengalaman langsung dalam program KTB, dengan mempertimbangkan
jabatan, peran, dan tingkat keterlibatanbaik dari unsur pemerintah maupun masyarakat

(Creswell et al., 2018). Teknik ini memastikan data yang diperoleh dapat merepresentasikan

implementasi CBDM secara komprehensif, khususnya terkait lima prinsip CBDM dari

perspektif gender.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui tiga teknik yang saling melengkapi:

1. Wawancara mendalam teknik utama untuk menggali pengalaman, persepsi, dan peran
perempuan serta laki-laki dalam program KTB, dengan fokus pada lima prinsip CBDM.
Wawancara direkam atas persetujuan informan.

2. Observasi dilakukan untuk memvalidasi data wawancara dan mengamati langsung
keterlibatan gender dalam kegiatan seperti sosialisasi, pelatihan, simulasi, dan pertemuan
komunitas.

3. Studi dokumen mengumpulkan laporan program, kebijakan, dan data kejadian bencana
sebagai pelengkap data lapangan.

Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data mengikuti model Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang terdiri
dari tiga tahap:

1. Reduksi data menyederhanakan dan mengelompokkan data lapangan agar terstruktur
sesuai fokus penelitian.

2. Penyajian data menyajikan data dalam bentuk narasi, matriks, atau bagan untuk
memudahkan identifikasi pola dan hubungan antar data.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi merumuskan kesimpulan sementara, lalu
memverifikasinya melalui komparasi dengan data lain untuk memastikan validitas dan
kredibilitas temuan.

Teknik Validasi Data

Validasi data dilakukan melalui triangulasi, yang bertujuan memperdalam
pemahaman peneliti, bukan mencari kebenaran mutlak (Stainback & Stainback, 2008, dalam

Hardani et al., 2020). Triangulasi yang digunakan meliputi:

1. Triangulasi sumber membandingkan data dari Pejabat BPBD Kota Tangerang, Pegawai
Kelurahan Karang Mulya, serta pengurus dan masyarakat KTB untuk hasil yang lebih
holistik dan minim bias.

2. Triangulasi teknik membandingkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi
untuk memastikan konsistensi dan akurasi data.

3. Triangulasi waktu mengumpulkan data pada waktu berbeda (kegiatan formal, saat
bencana, dan situasi sehari-hari) untuk mengurangi bias situasional dan memastikan
temuan yang stabil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini diperoleh melalui analisis Community Based Disaster
Management (CBDM) berdasarkan perspektif gender dalam upaya mitigasi bencana banjir di
Kelurahan Tangguh Bencana Karang Mulya, Kota Tangerang. Analisis difokuskan pada lima
prinsip CBDM, yaitu partisipasi, pengetahuan lokal, peningkatan kapasitas, kebijakan, dan
keberlanjutan, yang diintegrasikan dengan empat dimensi gender meliputi partisipasi,
pengambilan keputusan, akses, dan manfaat pada tahap perencanaan, pelaksanaan, serta
evaluasi program.
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Penelitian ini melibatkan sepuluh informan yang terdiri atas unsur BPBD Kota
Tangerang, kelurahan Karang Mulya, pengurus Kelurahan Tangguh Bencana, dan
masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi untuk
memperoleh gambaran mengenai kebijakan, pelaksanaan program, pengalaman masyarakat,
kondisi lapangan, serta pembagian peran perempuan dan laki-laki dalam kegiatan mitigasi
banjir berbasis komunitas. Hasil penelitian pada tahap ini disajikan berdasarkan lima prinsip
CBDM, yaitu:

1. Partisipasi

BPBD Kota Tangerang melibatkan unsur perempuan dan laki-laki dalam perencanaan
KTB. Unsur masyarakat yang dipilih oleh kelurahan berasal dari RT/RW, kader, lembaga
masyarakat, dan warga yang mengetahui kondisi wilayah. MH selaku Kepala Pelaksana
BPBD Kota Tangerang menyampaikan:

“Kita melaksanakan kegiatan ini dengan melibatkan semua pihak, termasuk juga
keterlibatan laki-laki ataupun perempuan. Kita berharap keterwakilan semuanya bisa ada,
karena penanganan kebencanaan memang membutuhkan semua pihak dan semua unsur.”

Di Kelurahan Karang Mulya, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dilakukan
melalui Musrenbang yang diselenggarakan setiap tahun. Peserta perempuan berasal dari
PKK, kader Posyandu, dan tokoh masyarakat, termasuk guru mengaji. Mereka
menyampaikan usulan kegiatan fisik maupun nonfisik, termasuk kebutuhan pelatihan. EA
selaku Sekretaris Kelurahan Karang Mulya menjelaskan:

“Musrenbang itu setiap tahun, agenda rutin, dan di situ ada perwakilan perempuan
dari PKK, kader Posyandu, maupun tokoh masyarakat dari guru mengaji. Jadi kita undang
semua.

Gambar 1. Musrenbang Kelurahan Karang Mulya

Hasil wawancara memperlihatkan adanya perbedaan pengalaman terkait keterlibatan
perempuan dalam pengambilan keputusan. Pihak kelurahan menyatakan bahwa keputusan
ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan peserta dapat menyampaikan argumen. Namun, EP
sebagai masyarakat Karang Mulya mengatakan:

“Perempuan memang datang saat musyawarah, tetapi belum tahu rencana
kegiatannya. Kita hanya mengetahui keputusannya saja. Padahal dari awal seharusnya
dilibatkan dalam perencanaan.”

Studi dokumentasi terhadap susunan Tim KTB Karang Mulya mencatat bahwa
perempuan telah masuk dalam kepengurusan, terutama pada bidang keuangan, komunikasi,
logistik, dan dapur umum.

2. Pengetahuan Lokal

Informasi mengenai kondisi lingkungan diperoleh dari masyarakat yang tinggal dan

mengalami banjir secara langsung. RT/RW, pengurus KTB, kader, dan warga memberikan
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informasi mengenai lokasi yang sering tergenang, kondisi saluran, akses menuju
permukiman, serta kebutuhan masyarakat terdampak. EA menyampaikan:

“Jika kita tidak mempunyai dasar pengetahuan lokal, kita tidak mungkin melakukan
tindakan. Masyarakat harus mengetahui apa yang menjadi permasalahan dan apa kelebihan
atau potensi wilayah, karena yang mengetahui wilayahnya adalah masyarakat di wilayah itu
sendiri.”

Perempuan turut menjadi sumber informasi melalui Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
dan kader Posyandu. Sekitar 90 persen PSM di Karang Mulya disebut berasal dari kelompok
perempuan yang melakukan pendataan dan mendatangi warga secara langsung. Menurut EA:

“Mereka mendata semua kalangan masyarakat dan mendatangi warga. Karena itu,
mereka lebih mengetahui apa yang menjadi kelebihan lokal dan kekurangan lokal. Masukan-
masukan dari mereka menjadi pertimbangan kita dalam mencari solusi untuk Kelurahan
Karang Mulya.”

NA sebagai pengurus KTB menyampaikan bahwa perempuan yang lebih banyak
berada di lingkungan rumah sering mengetahui perubahan kondisi lebih awal. la mengatakan:

“Perempuan itu yang ada di rumah, jadi dia yang lebih tahu kondisi di lingkungan
rumahnya. Saat hujan tiba-tiba bisa saja jadi banjir.”

Hasil observasi lapangan juga mencatat keberadaan pintu air dan pompa pada
beberapa titik, serta perbedaan kondisi ketinggian dan akses antarwilayah. Informasi tersebut
digunakan dalam penyusunan usulan pengendalian banjir, termasuk usulan pompa di RT
01/RW 05 yang berawal dari pengalaman warga menghadapi banjir berulang.

3. Peningkatan Kapasitas

Perencanaan peningkatan kapasitas masyarakat disesuaikan dengan potensi bencana
yang dominan di Kota Tangerang. Materi kegiatan BPBD dipusatkan pada banjir dan
kebakaran serta tindakan awal yang dapat dilakukan masyarakat. LH selaku Ketua Tim Kerja
Pencegahan BPBD Kota Tangerang menyampaikan:

“Penentuan materinya berdasarkan potensi bencananya. Fokus utama kita adalah
penyampaian materi tentang banjir dan kebakaran agar masyarakat mengetahui langkah
awal yang bisa dilakukan.”

Kebutuhan pelatihan di Karang Mulya dihimpun melalui Musrenbang dan diteruskan
kepada perangkat daerah terkait. Pelatihan yang berhubungan dengan kebencanaan
disampaikan kepada BPBD. EA menjelaskan:

“Kita mengusulkan sesuai keperluan dan kemauan masyarakat. Usulannya apa saja,
pelatihannya seperti apa, kemudian kita teruskan ke dinas terkait. Kalau kebencanaan, kita
teruskan ke BPBD.”

Pada saat penelitian dilakukan, usulan tersebut telah masuk melalui Musrenbang,
tetapi jadwal pelaksanaannya belum diterima oleh kelurahan.

BPBD menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan
mengikuti sosialisasi dan pelatihan. Meskipun demikian, kebutuhan pelatihan perempuan
masih disampaikan oleh masyarakat. TH sebagai masyarakat menyatakan:

“Pelatihan dasar mengenai cara penanganan pertama juga penting. Apa yang harus
dilakukan pada saat pertama kali bencana datang, mulai dari hal yang sederhana sampai
yang rumit, perempuan harus dibekali dengan pengetahuan seperti itu.”

Ia juga menyebut perlunya pelatihan pengelolaan dapur umum dalam jumlah besar.
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Gambar 2. Pelatihan Kelurahan Tangguh Bencana

Studi dokumentasi terhadap Pedoman Desa/Kelurahan Tangguh Bencana mencatat
peningkatan kapasitas warga dan aparatur sebagai salah satu kegiatan dalam pengembangan
KTB.

4. Kebijakan

Perencanaan KTB Karang Mulya berpedoman pada kebijakan penanggulangan
bencana tingkat nasional dan daerah. Studi dokumentasi mencatat adanya Peraturan Kepala
BNPB Nomor 1 Tahun 2012, Rencana Penanggulangan Bencana Kota Tangerang Tahun
2024-2028, serta keputusan lurah mengenai pembentukan Tim KTB Karang Mulya.
Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kota Tangerang memuat penguatan kebijakan
dan kelembagaan, pengkajian risiko, pendidikan dan pelatihan, logistik, serta peningkatan
kesiapsiagaan sebagai bagian dari prioritas daerah.

Keputusan Lurah Karang Mulya Nomor 800/Kep-36-Tapem/2025 menetapkan
struktur Tim KTB yang terdiri atas pembina, ketua, wakil ketua, sekretariat dan keuangan,
perencanaan, pelatihan dan edukasi, komunikasi dan koordinasi, evakuasi dan pendataan,
logistik dan dapur umum, serta keamanan dan ketertiban. Struktur tersebut menjadi dasar
pembagian tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan kebencanaan di tingkat
kelurahan.

Pengambilan keputusan di tingkat kelurahan dilakukan melalui musyawarah dan
dituangkan dalam berita acara. EA menyampaikan:

“Hasil ~ musyawarah  diputuskan  sesuai  kesepakatan  bersama. Mereka
menandatangani berita acara dan ikut memutuskan. Jika tidak setuju dengan keputusan itu,
mereka dapat menyampaikan argumen.”

Sementara itu, hasil wawancara dengan MS selaku Kepala Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan BPBD mencatat bahwa peserta kegiatan yang dihadirkan kelurahan biasanya
sekitar 70 persen laki-laki dan 30 persen perempuan. Anggaran KTB juga masih disusun
secara umum dan belum dipisahkan berdasarkan kebutuhan perempuan dan laki-laki.

5. Keberlanjutan

Perencanaan keberlanjutan KTB dilakukan melalui komunikasi antara BPBD dan
kelurahan yang telah membentuk tim. BPBD merencanakan forum interaksi sebagai sarana
pembaruan informasi dan menjaga keaktifan pengurus. MH menyampaikan:

“Kita akan membuat forum interaksi sehingga apa yang sudah dibentuk bisa lebih
aktif dan dapat menerima pembaruan-pembaruan yang bisa kita bagikan di dalam grup itu
ke depannya.”

Selain rencana forum, BPBD menggunakan grup WhatsApp, apel siaga, rapat
koordinasi, dan kajian lingkungan untuk menjaga hubungan dengan kelurahan. MS menyebut
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keterbatasan anggaran sebagai kendala karena BPBD masih memprioritaskan pembentukan
KTB di seluruh kelurahan. Ia menjelaskan:

“Komunikasi masih melalui grup WhatsApp. Kendala utamanya adalah keterbatasan
anggaran karena masih fokus membentuk seluruh kelurahan menjadi KTB.”

Di tingkat Karang Mulya, keberlanjutan direncanakan melalui pelibatan perempuan,
laki-laki, tokoh masyarakat, dan pengurus dalam pembicaraan mengenai kebijakan lanjutan.
EA menyampaikan:

“Kebijakan dan solusi yang harus diambil harus dibicarakan bersama-sama tanpa
melihat gender. Perempuan dan laki-laki setara.”

Dari masyarakat, TH mengusulkan agar kegiatan tidak hanya berlangsung ketika
banjir terjadi. la mengatakan:

“Jangan hanya aktif ketika ada bencana, tetapi harus kontinu. Misalnya, diadakan
pertemuan setiap bulan dan pelatihan secara rutin.”

Tahap Pelaksanaan Kelurahan Tangguh Bencana

Tahap pelaksanaan Kelurahan Tangguh Bencana (KTB) Karang Mulya mencakup
kegiatan edukasi dan simulasi, penyampaian informasi, evakuasi, pendataan warga
terdampak, pelayanan kesehatan, pengelolaan dapur umum, distribusi bantuan, pengoperasian
sarana pengendali banjir, serta koordinasi dengan perangkat daerah dan pihak lain. Hasil
penelitian pada tahap pelaksanaan disajikan berdasarkan lima prinsip CBDM, yaitu:

1. Partisipasi

Pelaksanaan KTB melibatkan unsur kelurahan, RT/RW, pengurus KTB, kader,
masyarakat, serta perempuan dan laki-laki. MH menyampaikan:

“Di semua kelurahan yang sudah kami kunjungi selalu ada unsur laki-laki maupun
perempuan. Biasanya ada kader PKK, FKTS, ketua RT/RW, bahkan ada juga ketua RT atau
RW perempuan. Semuanya terlibat.”

Dalam penanganan banjir di Karang Mulya, laki-laki lebih banyak menjalankan
evakuasi dan menjangkau lokasi dengan risiko lebih tinggi, sedangkan perempuan terlibat
dalam penyampaian informasi, pelayanan kesehatan, pendataan, logistik, dan dapur umum.
EA mengatakan:

“Untuk laki-laki mungkin lebih ke evakuasi, terus kalau yang perempuan lebih ke
logistik. Jadi, penyaluran, distribusi bantuan, membuat dapur umum itu lebih ke perempuan.
Dan di situ juga dibantu laki-éaki. "

B 4

Gambar 3. Dapu Uum KTB Karang Mulya
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TH menjelaskan bahwa dirinya menyampaikan informasi titik banjir kepada
Puskesmas, membantu menentukan lokasi pos kesehatan, dan terlibat dalam pembentukan
dapur umum. la menyampaikan:

“Untuk perempuan itu di bidang yang lebih ringan, untuk informasi atau membantu
korban banjir yang lebih dekat. Untuk pihak laki-laki lebih ke tugas yang lebih berat,
menjangkau lokasi banjir dengan memakai perahu.”

Hasil wawancara dengan EP juga mencatat keterlibatan kader perempuan dalam
memasak serta membagikan makanan dan makanan ringan kepada korban banjir.

2. Pengetahuan Lokal

Masyarakat Karang Mulya menggunakan pengalaman menghadapi banjir berulang
dalam menentukan tindakan di lapangan. Warga mengetahui titik yang memiliki genangan
lebih tinggi, kondisi sungai, saluran air, akses menuju permukiman, serta wilayah yang sulit
dijangkau. EA menyampaikan:

“Masyarakat Karang Mulya karena sudah biasa setiap tahun langganan banjir. Jadi,
secara tidak langsung mereka terdidik untuk menanggulangi banjir.”

Pengetahuan lokal digunakan dalam pengoperasian pintu air. SM selaku pengurus
KTB Karang Mulya menjelaskan:

“Ketika air belum melebihi ambang batas, pintu airnya dibuka. Namun, ketika air di
sungai sudah melebihi ambang batas dan berpotensi berbalik ke permukiman, warga secara
otomatis sudah memahami bahwa mereka harus menutup pintu air.”

Hasil observasi lapangan juga menunjukkan keberadaan pintu air dan pompa yang
digunakan untuk membantu mengendalikan aliran serta genangan air.

Perempuan menggunakan pengetahuan mengenai kondisi rumah, kebutuhan keluarga,
dan jaringan sosial untuk mendukung pelaksanaan mitigasi. NA mengatakan:

“Perempuan itu yang ada di rumah, jadi dia yang lebih tahu kondisi di lingkungan
rumahnya. Saat hujan tiba-tiba bisa saja jadi banjir.”

TH juga menyampaikan: “Biasanya informasi cepat beredar dari perempuan.
Misalnya, jika ada kiriman air, dapat dimitigasi lebih dahulu. Dokumen-dokumen atau
barang-barang yang bisa diselamatkan biasanya diurus perempuan.”

3. Peningkatan Kapasitas

Peningkatan kapasitas dilaksanakan BPBD melalui penyampaian materi, diskusi, dan
simulasi. Materi difokuskan pada banjir dan kebakaran sebagai bencana yang banyak terjadi
di Kota Tangerang. LH menyampaikan:

“Teori itu penting, tetapi ketika teori tanpa simulasi juga seperti mengambang. Jadi,
di dalam kegiatan Kelurahan Tangguh Bencana kita juga melakukan simulasi-simulasi.”

Berdasarkan studi dokumentasi kegiatan BPBD, sarana pendukung yang diberikan
dalam kegiatan KTB antara lain APAR, pelampung, jas hujan, dan perlengkapan
kebencanaan lainnya.

Di tingkat kelurahan, edukasi juga dilakukan melalui pertemuan rutin PKK dan kader
Posyandu setiap bulan. Materi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, seperti perumahan
dan permukiman, ketenteraman, ketertiban, dan pelayanan terkait PUPR. EA menyampaikan:

“Kelurahan memberikan edukasi setiap bulan kepada pengurus PKK dan kader
Posyandu. Jadi kita memberikan edukasi sambil berjalan”™

Pelatihan yang telah diikuti sebagian masyarakat digunakan untuk melakukan
evakuasi mandiri dan membantu warga lain sebelum bantuan eksternal datang.

4. Kebijakan

Studi dokumentasi terhadap Keputusan Lurah Karang Mulya Nomor 800/Kep-36-
Tapem/2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan KTB dibagi ke dalam bidang pelatihan dan
edukasi, komunikasi dan koordinasi, evakuasi dan pendataan, logistik dan dapur umum, serta
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keamanan dan ketertiban. Pembagian tersebut menjadi dasar pelaksanaan tugas pengurus
KTB saat menghadapi banjir.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui koordinasi antara BPBD, kelurahan, pengurus
KTB, masyarakat, dan perangkat daerah terkait. Aspirasi mengenai saluran air dan irigasi
diteruskan kepada PUPR, sedangkan persoalan lingkungan dikoordinasikan dengan Dinas
Lingkungan Hidup. LH mengatakan: “Masukan-masukan dan aspirasi dari masyarakat kita
koordinasikan kembali. Seperti kaitan dengan irigasi, itu kita sampaikan ke PU. Kita juga
melakukan tindak lanjut yang dikoordinasikan dengan dinas-dinas terkait seperti PUPR dan
DLH.”

Logistik dan makanan dikoordinasikan dengan Dinas Sosial, sedangkan pelayanan
kesehatan melibatkan Puskesmas.

Dalam pelaksanaannya terdapat kendala penyampaian informasi dan akses menuju
lokasi terdampak. EA menyampaikan: “Informasinya kadang tidak sampai kepada
masyarakat terdampak karena akses untuk memberikan informasi sulit. Listrik mati dan
telepon genggam sulit digunakan. Kita akhirnya mengandalkan RT, RW, dan pemuda untuk
memberikan informasi secara manual.”

Pada jalur menuju Kompleks DDN, arus air yang deras menyebabkan perahu manual
maupun perahu bermesin tidak dapat digunakan sehingga relawan membawa bantuan melalui
gang kecil dengan berjalan kaki.

5. Keberlanjutan

Pelaksanaan keberlanjutan KTB dilakukan melalui komunikasi BPBD dengan
kelurahan, apel siaga, rapat koordinasi, kajian lingkungan, dan grup WhatsApp. MS
menyampaikan:

“Kami membuat program seperti apel siaga dengan mengundang kelurahan yang
sudah dibentuk. Selain itu ada rapat koordinasi dan kajian lingkungan karena yang paling
mengenal wilayah adalah warga di kelurahan tersebut.”

BPBD juga membuka kesempatan bagi kelurahan atau RT/RW untuk mengajukan
simulasi lanjutan. LH menjelaskan:

“Jika ingin ada simulasi lanjutan yang lebih detail dan lebih sesuai dengan
kebutuhan masyarakat, bisa bersurat kepada kita. Boleh dari kelurahan, boleh dari RT/RW-
nya, sehingga nanti akan kita jadwalkan untuk simulasinya yang lebih lengkap.”

D1 Karang Mulya, kegiatan rutin juga dilaksanakan melalui edukasi bulanan PKK dan
Posyandu serta penyampaian arahan langsung kepada RT/RW pada wilayah terdampak.

Keberlanjutan pelaksanaan juga terlihat melalui upaya mitigasi fisik dan pemeliharaan
lingkungan. Hasil observasi mencatat keberadaan kolam olakan dan pompa air di RT 01/RW
05. EA menyampaikan: “Ada beberapa titik yang tadinya banjir, sekarang sudah berkurang
satu titik, khususnya di RT 01/RW 05. Karena di situ dari PUPR sudah dibuat kolam olakan
dan pompa air.”

Masyarakat juga melakukan kerja bakti dengan dukungan pengusaha lokal, sedangkan
ketika bantuan pemerintah terbatas, pengurus mencari dukungan makanan dan logistik dari
donatur serta perusahaan di wilayah Karang Mulya.

Tahap Evaluasi Kelurahan Tangguh Bencana

Tahap evaluasi Kelurahan Tangguh Bencana (KTB) Karang Mulya mencakup
pemantauan kegiatan, penilaian keterlibatan masyarakat, manfaat pengetahuan dan pelatihan,
ketersediaan sarana serta bantuan, dan keberlanjutan program. Hasil penelitian pada tahap
evaluasi disajikan berdasarkan lima prinsip CBDM, yaitu:
1. Partisipasi

BPBD Kota Tangerang memantau keterlibatan masyarakat melalui komunikasi
dengan kelurahan, daftar kehadiran kegiatan, apel siaga, rapat koordinasi, dan kajian
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lingkungan. MS menyampaikan bahwa keberhasilan KTB terlihat ketika masyarakat mampu
bertindak tanpa menunggu arahan. la mengatakan: “Yang menentukan adalah masyarakat
mampu melakukan penanganan awal tanpa menunggu komando, seperti evakuasi dan
menyiapkan kebutuhan penanggulangan bencana.”

Kelurahan Karang Mulya mencatat adanya bantuan masyarakat dalam bentuk tenaga,
makanan, barang, dan materi. EA menjelaskan:

“Partisipasinya semua masyarakat, termasuk unsur kelurahan, RT, RW, apalagi yang
terdampak bencana, pasti akan berperan aktif. Banyak bantuan dan partisipasi dari

masyarakat, bukan hanya tenaga, tetapi ada juga yang berbentuk materi.”
/;%

Gambar 4. Distribusi Bantuan Korban Banji

Hasil wawancara dengan EP menunjukkan bahwa jumlah warga yang terlibat dalam
pelayanan masih terbatas. Dalam satu kejadian banjir, dapur umum hanya ditangani sekitar
enam orang untuk melayani ratusan warga. EP menyampaikan: “Minimnya warga yang tidak
terdampak banjir untuk membantu di dapur itu susah. Jadi cuma kita-kita saja, sedangkan
yang terkena dampak banjir bisa ratusan.”

BPBD juga mencatat bahwa keterlibatan masyarakat usia muda masih perlu
ditingkatkan karena sebagian terkendala pekerjaan dan waktu.

2. Pengetahuan Lokal

Evaluasi terhadap penggunaan pengetahuan lokal terlihat dari tindakan masyarakat
dalam mengoperasikan pintu air. SM menjelaskan bahwa pintu air dibuka ketika air sungai
belum melewati batas dan ditutup ketika air berpotensi berbalik menuju permukiman. Ia
mengatakan: “Ketika air di sungai sudah melebihi ambang batas dan berpotensi berbalik ke
permukiman, warga secara otomatis sudah memahami bahwa mereka harus menutup pintu
air.

Hasil yang paling terlihat ditemukan di RT 01/RW 05. Wilayah tersebut sebelumnya
mengalami banjir berulang karena memiliki kontur berbentuk cekungan. Masyarakat dan RT
kemudian mengusulkan pembangunan pompa, sedangkan seorang warga menyediakan lahan
seluas 4x4 meter. SM menjelaskan: “Pada banjir akhir tahun 2025 hingga awal tahun 2026
yvang luar biasa, di wilayah tersebut satu sentimeter pun tidak ada genangan. Tidak ada
dampak banjir.”

Hasil observasi lapangan mencatat keberadaan pompa dan kolam olakan sebagai
sarana pengendalian genangan di RT 01/RW 05. Setelah pompa beroperasi, masyarakat
melakukan gotong royong membersihkan lingkungan dan memanfaatkan lahan untuk kolam
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ikan serta tanaman. Lokasi tersebut tercatat memiliki 17 kolam ikan serta tanaman cabai,
tomat, dan terong.
3. Peningkatan Kapasitas

Pihak kelurahan menilai bahwa pelatihan yang telah diberikan membantu sebagian
masyarakat melakukan evakuasi mandiri dan membantu warga lain sebelum bantuan
eksternal datang. EA menyampaikan: “Pelatihan menjadi ilmu bagi masyarakat kami untuk
melakukan evakuasi mandiri. Mereka juga membantu tetangga-tetangganya yang
membutuhkan meskipun mereka sendiri terdampak banjir.”

Meskipun memberikan manfaat, pengurus KTB menilai jumlah pelatihan dan
sosialisasi masih belum mencukupi. SM mengatakan: “Masih sangat kurang. Jadi, masih
perlu perbaikan dan penambahan.”

Hasil wawancara juga mencatat bahwa sebagian pengurus dan masyarakat belum
pernah mengikuti pelatihan, sedangkan keterampilan penggunaan perahu yang pernah
diberikan belum didukung oleh ketersediaan perahu di lingkungan warga.

TH menyampaikan bahwa masih banyak perempuan yang belum memahami cara
berkoordinasi dan tindakan awal ketika terjadi bencana. la mengatakan: “Masih banyak
perempuan, khususnya ibu-ibu rumah tangga, belum mengerti bagaimana caranya
berkoordinasi atau apa yang harus dilakukan pada saat ada bencana.”

TH juga mengusulkan pelatihan pertolongan pertama dan pengelolaan dapur umum
dengan skala besar kegiatan terjadi bencana.

4. Kebijakan

Studi dokumentasi terhadap Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 mencatat
bahwa evaluasi KTB dilakukan untuk menilai pencapaian sasaran, pengurangan risiko,
peningkatan kapasitas masyarakat, mobilisasi sumber daya lokal, dan dukungan pemerintah
terhadap keberlanjutan program. Pemantauan dilakukan dengan membandingkan pelaksanaan
kegiatan dengan rencana yang telah disusun.

Hasil evaluasi di Karang Mulya mencatat kendala komunikasi dan akses pelayanan.
Pada salah satu kejadian banjir, informasi mengenai pos kesehatan tidak diterima seluruh
warga karena listrik padam dan telepon genggam sulit digunakan. EA menyampaikan: “Setiap
kejadian pasti ada miskomunikasi dan ketidakselarasan ketika kita mengambil keputusan.”

Informasi selanjutnya disampaikan secara manual melalui RT, RW, dan pemuda.

Ketersediaan sarana dan pemerataan bantuan juga menjadi bagian dari evaluasi. SM
menyampaikan: “Fasilitas perahu saja kadang-kadang kita menunggu bisa sampai setengah
hari atau satu hari baru tiba. Bantuan berupa makanan juga masih sangat minim dari
pemerintah.”

Pihak kelurahan juga menyatakan bantuan dari BPBD dan Dinas Sosial masih lebih
banyak terfokus pada wilayah Ciledug Indah dan Pedurenan sehingga Karang Mulya
mengharapkan distribusi bantuan yang lebih merata.

5. Keberlanjutan

BPBD menjaga komunikasi dengan kelurahan yang telah membentuk KTB melalui
grup WhatsApp, apel siaga, rapat koordinasi, dan kajian lingkungan. MH menyampaikan
bahwa BPBD juga merencanakan forum komunikasi. Ia mengatakan: “Kami akan membentuk
forum komunikasi agar kelurahan yang sudah dibentuk tetap aktif dan memperoleh
pembaruan informasi.”

MS menyebut keterbatasan anggaran sebagai salah satu kendala pembinaan lanjutan
karena BPBD masih berfokus membentuk KTB di seluruh kelurahan. Ia menyampaikan:

“Komunikasi masih melalui grup WhatsApp. Kendala utamanya adalah keterbatasan
anggaran karena masih fokus membentuk seluruh kelurahan menjadi KTB.”
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Dari masyarakat, kegiatan KTB diharapkan tidak hanya aktif ketika banjir terjadi. TH
menyampaikan:

“Jangan hanya aktif ketika ada bencana, tetapi harus kontinu. Misalnya, diadakan
pertemuan setiap bulan dan pelatihan secara rutin.”

Hasil observasi di RT 01/RW 05 juga menunjukkan keberlanjutan kegiatan melalui
gotong royong, pemeliharaan sarana pompa, pembersihan lingkungan, dan pemanfaatan lahan
produktif setelah genangan berhasil dikurangi.

Subbab ini membahas hasil penelitian mengenai Community Based Disaster
Management (CBDM) berdasarkan perspektif gender dalam upaya mitigasi banjir di
Kelurahan Tangguh Bencana Karang Mulya, Kota Tangerang. Pembahasan disusun
berdasarkan hasil wawancara terhadap sepuluh informan yang berasal dari BPBD Kota
Tangerang, Pemerintah Kelurahan Karang Mulya, pengurus KTB, serta masyarakat
perempuan dan laki-laki. Data tersebut diperkuat dengan hasil observasi lapangan dan studi
dokumentasi terhadap kebijakan penanggulangan bencana, dokumen perencanaan daerah,
susunan Tim KTB Karang Mulya, serta pedoman dan standar penyelenggaraan
Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

Pembahasan mengacu pada lima prinsip CBDM menurut Twigg (2004), yaitu
partisipasi, pengetahuan lokal, peningkatan kapasitas, kebijakan, dan keberlanjutan.
Pendekatan tersebut menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama yang terlibat dalam
mengenali risiko, menentukan tindakan, melaksanakan kegiatan mitigasi, serta memantau dan
mengevaluasi hasilnya. Dalam penelitian ini, kelima prinsip tersebut diintegrasikan dengan
perspektif gender melalui empat dimensi Bank Dunia (2011), yaitu partisipasi, pengambilan
keputusan, akses, dan manfaat. Analisis juga memperhatikan tahapan perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi sebagaimana dijelaskan oleh CBDRM et al. (2010), sehingga
keterlibatan perempuan dan laki-laki tidak hanya dilihat berdasarkan kehadirannya, tetapi
juga berdasarkan suara, pengaruh, akses terhadap sumber daya, dan manfaat yang diperoleh.

Partisipasi

Pada tahap perencanaan, BPBD Kota Tangerang secara formal membuka kesempatan
yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam Program KTB. Menurut MH, penanganan
kebencanaan membutuhkan partisipasi seluruh unsur masyarakat. Pemilihan anggota
dilakukan kelurahan melalui RT/RW, kader, dan organisasi masyarakat yang memahami
kondisi wilayah (LH).

Masyarakat Karang Mulya menyampaikan usulan melalui Musrenbang tahunan yang
melibatkan perwakilan perempuan dari PKK, kader Posyandu, guru mengaji, dan tokoh
masyarakat. Namun, verifikasi kepada informan perempuan menunjukkan pengalaman
berbeda. EP menyatakan perempuan hadir dalam musyawarah tetapi belum selalu dilibatkan
sejak penyusunan rencana, lebih banyak mengetahui hasil keputusan. NA menyebut
penerimaan pendapat perempuan masih "50-50". Perbedaan ini menunjukkan partisipasi
formal telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya substantif.

TH menegaskan pentingnya keterlibatan perempuan karena mereka lebih memahami
kebutuhan korban perempuan dan anak. Temuan ini sesuai dengan CBDRM et al. (2010) dan
Enarson (2006) yang menekankan pelibatan perempuan sejak penilaian risiko hingga
evaluasi.

Meski kesempatan formal terbuka, komposisi peserta masih didominasi laki-laki
(70% berbanding 30%, menurut MS) karena perempuan lebih banyak berperan di dapur
umum dan sekretariat. MN dan MD turut mengonfirmasi dominasi laki-laki dalam
pengambilan keputusan. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender menurut
IASC (2006) dan Enarson (2009), yang menekankan peran seharusnya ditentukan oleh
kapasitas dan minat, bukan jenis kelamin.
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Pada tahap pelaksanaan, masyarakat berperan sebagai penanggap awal (MH).
Pembagian peran cenderung menempatkan laki-laki pada evakuasi dan pekerjaan fisik,
sedangkan perempuan pada logistik, komunikasi, dan dapur umum, pola yang juga tercermin
dalam susunan Tim KTB. SM mengakui adanya pembatasan keterlibatan perempuan karena
alasan keselamatan, meski hal ini tidak seharusnya berlaku merata tanpa melihat kemampuan
aktual.

Perempuan tetap menjalankan peran yang lebih luas, seperti TH yang menyampaikan
lokasi banjir ke Puskesmas dan menangani korban sakit, serta NA yang berbagi informasi
melalui jaringan sosial perempuan. Kontribusi ini sejalan dengan Lee et al. (2022) dan Nepal
(2020). Namun, stereotipe gender masih terlihat dari pernyataan MH bahwa perempuan tidak
dilibatkan dalam kegiatan fisik, kondisi yang menurut Enarson (2006) perlu dihindari.
CBDRM et al. (2010) mendorong keterampilan penyelamatan bagi perempuan dan
keterlibatan laki-laki dalam peran nontradisional.

Pada dimensi akses, BPBD menyatakan tidak membedakan gender (LH), namun TH,
NA, dan MN belum pernah mengikuti pelatihan, sementara pelatihan yang diikuti MH
(perahu karet) belum didukung ketersediaan alat di lapangan. Akses nyatanya dipengaruhi
informasi, kuota, jadwal, dan ketersediaan peralatan, bukan hanya keterbukaan formal.

Pada dimensi manfaat, partisipasi masyarakat mempercepat tindakan awal (MS) dan
membantu mengidentifikasi kebutuhan spesifik seperti toilet terpisah dan ruang menyusui.
Pada tahap evaluasi, partisipasi dipantau melalui daftar hadir dan komunikasi rutin, namun
belum menjelaskan kualitas keterlibatan. EP mencatat pelayanan dapur umum masih
bergantung pada kelompok perempuan yang sama, kondisi yang menurut CBDRM et al.
(2010) berisiko menimbulkan beban ganda bagi perempuan.

TH mengharapkan kegiatan rutin bulanan. Praktik lebih berkelanjutan terlihat di RT
01/RW 05 melalui musyawarah pembangunan pompa dan pemeliharaan lingkungan bersama.
Berdasarkan UU No. 24/2007, Perka BNPB No. 1/2012, dan SNI 8357:2017, partisipasi KTB
Karang Mulya telah mencakup dimensi representatif dan fungsional, tetapi partisipasi
substantif belum sepenuhnya tercapai karena keterwakilan masih timpang, akses pelatihan
belum merata, dan pembagian peran masih dipengaruhi stereotipe gender.

Pengetahuan Lokal

Pemilihan unsur masyarakat dalam KTB didasarkan pada pengetahuan mereka
terhadap kondisi wilayah (LH). Masyarakat Karang Mulya memberikan informasi mengenai
titik rawan genangan, kondisi drainase, dan kebutuhan warga terdampak melalui RT/RW dan
Musrenbang.

Pengetahuan mengenai kondisi sosial banyak diperoleh dari Pekerja Sosial
Masyarakat (PSM) dan kader Posyandu yang mayoritas perempuan, mencakup informasi
tentang kelompok rentan seperti ibu hamil, lansia, dan keluarga kurang mampu. Temuan ini
sejalan dengan Wisner et al. (2004) dan Cutter et al. (2003) tentang pentingnya pengetahuan
lokal dalam penilaian risiko.

Meski demikian, pengaruh pengetahuan perempuan dalam pengambilan keputusan
belum selalu setara, EP dan NA kembali menegaskan kondisi "50-50" tersebut. Enarson
(2006) menekankan pentingnya memastikan pengalaman perempuan benar-benar
memengaruhi strategi pengurangan risiko. Twigg (2004) juga menekankan perlunya
memadukan pengetahuan lokal dengan data teknis karena karakteristik wilayah perkotaan
terus berubah akibat pembangunan.

Pada tahap pelaksanaan, pengetahuan lokal digunakan warga untuk bertindak sebagai
penanggap awal (MH, MS), termasuk mengoperasikan pintu air berdasarkan pengamatan
ketinggian air, serta menemukan jalur alternatif saat akses utama terputus. Ketika komunikasi
elektronik terputus, informasi disampaikan melalui jaringan RT/RW dan relawan, sejalan
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dengan konsep pengetahuan lokal menurut Twigg (2004) yang mencakup pengetahuan
tentang sumber bantuan.

Dalam perspektif gender, perempuan lebih menguasai pengetahuan terkait kebutuhan
rumah tangga dan pengamanan barang penting (EP), sedangkan laki-laki lebih menguasai
pengetahuan evakuasi dan pekerjaan fisik, pembagian yang bersifat sosial, bukan biologis.
Enarson (2006) menegaskan pentingnya menolak stereotipe ini; laki-laki perlu memahami
kebutuhan domestik, sementara perempuan perlu memperoleh akses ke pengetahuan teknis
seperti pengoperasian pintu air dan jalur evakuasi.

Perbedaan akses pengetahuan terlihat dari MH yang pernah dilatih evakuasi perahu
namun tidak didukung ketersediaan alat, menunjukkan integrasi pengetahuan lokal dan
eksternal harus memperhatikan kesesuaian sumber daya. Kebutuhan spesifik perempuan dan
anak (ruang menyusui, toilet terpisah) yang disampaikan TH, NA, dan MH sejalan dengan
prinsip Hannan (2002) bahwa keadilan berarti penyesuaian terhadap kebutuhan, bukan
kesamaan mutlak.

Pada tahap evaluasi, keberhasilan RT 01/RW 05, pembangunan pompa berdasarkan
usulan warga, terbukti mencegah genangan pada banjir 2025-2026 (SM), didukung kegiatan
gotong royong dan pemanfaatan lahan produktif pascamitigasi. Namun, pengetahuan lokal
secara umum masih bersifat lisan dan tersebar, belum terdokumentasi secara sistematis.
Penguatan diperlukan melalui pemetaan risiko partisipatif, dokumentasi pengalaman, dan
pemberian ruang lebih kuat bagi pengetahuan perempuan dalam pengambilan keputusan.

Peningkatan Kapasitas

BPBD menentukan materi peningkatan kapasitas berdasarkan ancaman dominan,
yaitu banjir (LH). Namun, karakteristik wilayah Karang Mulya yang beragam memerlukan
pelatihan yang disesuaikan per titik rawan. Usulan pelatihan melalui Musrenbang masih
terkendala jadwal dan anggaran BPBD (EA).

BPBD menyatakan pelatihan terbuka bagi perempuan dan laki-laki secara setara,
bahkan menitikberatkan peran perempuan sebagai pihak pertama yang mengetahui perubahan
kondisi (MH). Namun, komposisi peserta tetap timpang (70:30, MS), dengan perempuan
lebih diarahkan ke sekretariat dan dapur umum. Anggaran kegiatan juga belum
memperhitungkan hambatan waktu dan pengasuhan yang memengaruhi akses perempuan.

Pelaksanaan pelatihan memadukan teori dan simulasi sesuai SNI 8357:2017 dan Perka
BNPB No. 1/2012. Salah satu contohnya adalah pelatihan penanganan kebocoran gas yang
ditujukan khusus bagi ibu-ibu (LH), menunjukkan peningkatan kapasitas masih mengikuti
pembagian peran domestik, padahal seharusnya pelatihan keamanan dapur diberikan kepada
semua gender, dan perempuan juga memperoleh akses pelatihan teknis seperti evakuasi dan
komunikasi darurat.

Edukasi berkelanjutan di tingkat kelurahan dilakukan melalui pertemuan rutin PKK
dan Posyandu, sejalan dengan Twigg (2004) tentang pentingnya pengulangan pesan. Namun,
akses ini lebih terbuka bagi perempuan yang sudah menjadi kader, TH, NA, SM, dan MN
mengaku belum pernah mendapat pelatihan teknis kebencanaan meski aktif dalam organisasi.
Keterampilan yang diperoleh MH dari pelatihan perahu karet pun belum didukung
ketersediaan alat di lapangan.

Pada dimensi manfaat, pelatihan membantu sebagian masyarakat melakukan evakuasi
mandiri, namun manfaatnya masih terkonsentrasi pada peserta tertentu. TH menekankan
perlunya pelatihan yang lebih luas bagi perempuan, termasuk dapur umum dalam skala besar,
sejalan dengan CBDRM et al. (2010) yang mendorong pembagian beban lebih merata antara
perempuan dan laki-laki.

Pada tahap evaluasi, pengurus KTB menilai peningkatan kapasitas masih belum
memadai dan belum didukung data terpilah gender (Enarson, 2006). Penguatan diperlukan
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melalui pemetaan kebutuhan terpilah gender, pelatihan berkala, perluasan peserta, dan
penyediaan sarana pendukung agar kapasitas menjadi kemampuan kolektif masyarakat.

Kebijakan

Pelaksanaan KTB Karang Mulya didukung kerangka kebijakan berjenjang: UU No.
24/2007, Perka BNPB No. 1/2012 (menekankan pengarusutamaan gender), SNI 8357:2017,
Perda dan Perwal Kota Tangerang, hingga SK Lurah No. 800/Kep-36-Tapem/2025 yang
membentuk struktur Tim KTB.

BPBD menargetkan pembentukan KTB di seluruh kelurahan berdasarkan tingkat
risiko (MH), dengan saluran aspirasi melalui Musrenbang dan sosialisasi (LH). Pada
pengambilan keputusan, EA menyatakan keputusan dibicarakan bersama tanpa melihat
gender, namun EP dan NA kembali menyampaikan bahwa keterlibatan perempuan belum
menghasilkan pengaruh setara, sejalan dengan temuan Enarson & Chakrabarti serta
Bradshaw & Fordham bahwa perspektif gender sering belum terintegrasi penuh dalam
CBDM.

Struktur SK Tim KTB menunjukkan perempuan terkonsentrasi pada keuangan,
komunikasi, logistik, dan dapur umum, sedangkan laki-laki mendominasi kepemimpinan dan
evakuasi, pola yang menurut IASC (2006) dan Enarson (2009) seharusnya tidak dibatasi jenis
kelamin. Dari sisi pembiayaan, anggaran KTB masih bersifat umum tanpa analisis gender
(MS), padahal menurut Hannan (2002) keadilan menghendaki alokasi berdasarkan kebutuhan
spesifik masing-masing kelompok.

Pelaksanaan kebijakan melibatkan koordinasi lintas instansi (BPBD, PUPR, Dinas
Lingkungan Hidup, dan lainnya) sejalan dengan Twigg (2004) tentang integrasi kebijakan.
Keberhasilan pompa RT 01/RW 05 menjadi bukti efektivitas kolaborasi ini (SM). Namun,
kendala komunikasi saat listrik padam dan keterlambatan bantuan logistik (MH)
menunjukkan pelaksanaan kebijakan masih menghadapi hambatan akses dan ketepatan
waktu.

Pada dimensi gender, perempuan tetap terkonsentrasi pada fungsi pelayanan (MH,
MN), meski MH menegaskan penanganan bencana tidak melihat batasan gender, kesetaraan
ini perlu dibuktikan melalui distribusi peran dan akses yang lebih beragam. Kebutuhan
spesifik perempuan dan anak (ruang menyusui, toilet terpisah) yang disuarakan TH, NA, dan
MH menunjukkan kebijakan yang tampak netral gender belum tentu memenuhi kebutuhan
seluruh pengungsi secara adil.

Pada tahap evaluasi, manfaat kebijakan dirasakan namun belum merata (SM, TH),
terutama terkait ketepatan waktu penanganan. Data Indeks Kapasitas Daerah 2022
menunjukkan nilai 0,55 (kategori sedang), dengan kelembagaan (0,60) lebih kuat dibanding
sistem informasi dan operasional (0,48), sejalan dengan temuan miskomunikasi dan
keterlambatan sarana. Penguatan kebijakan perlu mencakup pelibatan perempuan sejak
penyusunan agenda, penganggaran responsif gender, standar pelayanan yang memperhatikan
privasi, serta evaluasi partisipatif berbasis data terpilah gender.

Keberlanjutan

BPBD berkomitmen membentuk KTB di seluruh kelurahan sekaligus merencanakan
forum interaksi untuk menjaga komunikasi dengan KTB yang sudah terbentuk (MH).
Namun, forum ini masih dalam tahap rencana, dengan monitoring sementara melalui
WhatsApp dan kegiatan rutin lainnya. Keterbatasan anggaran menyebabkan dilema antara
perluasan cakupan program dan pembinaan KTB yang sudah ada, kondisi yang belum
sepenuhnya sesuai dengan Twigg (2004) tentang evaluasi sebagai dasar keberlanjutan.

Pada pengambilan keputusan, pihak kelurahan menyatakan keberlanjutan perlu
melibatkan semua pihak secara setara, namun EP dan NA kembali menegaskan keterlibatan
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perempuan belum disertai pengaruh yang konsisten. Program yang hanya dipahami segelintir
pihak lebih rentan melemah saat pergantian kepengurusan.

Keberlanjutan pelaksanaan bergantung pada mekanisme pengajuan simulasi lanjutan
oleh kelurahan/RT-RW ke BPBD, yang berisiko membuat wilayah kurang aktif tertinggal
dalam pembinaan. Pertemuan rutin PKK dan Posyandu mendukung pembelajaran
berkelanjutan (NA), namun aksesnya lebih terbuka bagi anggota organisasi tertentu, belum
menjangkau kelompok di luar itu secara merata.

Perempuan turut menjadi penggerak kegiatan pencegahan seperti pengelolaan sampah
bulanan (menghasilkan sekitar Rp1,5 juta per bulan) dan penanaman pohon resapan bersama
Dinas Ketahanan Pangan, sejalan dengan SNI 8357:2017 tentang perlindungan lingkungan
berkelanjutan. Jaringan sosial perempuan juga menjadi modal penting dalam penyebaran
informasi antisipasi banjir.

Namun, ketergantungan pada kelompok perempuan yang sama berisiko menimbulkan
beban tidak seimbang, EP mencontohkan hanya enam orang yang menangani dapur umum
untuk ratusan korban. Kondisi ini sejalan dengan peringatan CBDRM et al. (2010) tentang
beban ganda perempuan, sehingga keberlanjutan yang adil memerlukan keterlibatan laki-laki
dalam dapur umum, logistik, dan pengasuhan.

Pada dimensi akses, keberlanjutan dipengaruhi ketersediaan sarana dan pendanaan
permanen (MH), dengan pengurus mencari dukungan tambahan dari donatur karena
keterbatasan bantuan pemerintah. Perubahan fisik wilayah akibat pembangunan baru juga
menuntut pembaruan strategi mitigasi secara berkelanjutan.

Pada tahap evaluasi, keberhasilan RT 01/RW 05 kembali menjadi contoh nyata,
pembangunan pompa yang terbukti efektif mencegah genangan pada 2025-2026, diikuti
kegiatan gotong royong dan pemanfaatan lahan produktif. Namun, keberhasilan ini belum
mewakili seluruh wilayah Karang Mulya (EP, SM). TH kembali menekankan perlunya
pertemuan dan pelatihan rutin, bukan hanya saat bencana terjadi, sejalan dengan Enarson
(2006) tentang pentingnya pemantauan dampak berbasis gender.

Secara keseluruhan, keberlanjutan KTB Karang Mulya telah didukung kelembagaan,
jaringan sosial perempuan, dan kerja sama lintas instansi, namun belum sepenuhnya
sistematis karena forum interaksi masih direncanakan, evaluasi terstruktur belum berjalan,
dan sarana belum tersedia merata. Penguatan diperlukan melalui forum KTB aktif, evaluasi
berkala, regenerasi relawan, kepastian anggaran, serta pencatatan data terpilah gender agar
KTB berkembang menjadi sistem mitigasi yang adaptif dan adil bagi perempuan maupun
laki-laki.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan Community Based Disaster Management
(CBDM) berperspektif gender di KTB Karang Mulya telah berjalan melalui lima prinsip,
yaitu partisipasi, pengetahuan lokal, peningkatan kapasitas, kebijakan, dan keberlanjutan.
Masyarakat telah berperan dalam mitigasi dan penanganan banjir, tetapi kesetaraan gender
belum sepenuhnya tercapai karena partisipasi, akses pelatihan, pengambilan keputusan, dan
sumber daya masih belum merata. Pengetahuan lokal dan kerja sama masyarakat telah
mendukung pengendalian banjir, meskipun dokumentasi, pelatihan teknis, sarana, anggaran,
dan regenerasi relawan masih terbatas. Secara keseluruhan, CBDM di KTB Karang Mulya
menunjukkan perkembangan positif, namun perlu penguatan keterlibatan perempuan dan
laki-laki secara setara dalam perencanaan, pengambilan keputusan, akses sumber daya,
pelaksanaan, dan evaluasi.
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